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Abstrak

Tujuan penelitian ind adalah untuk mengetahun bagaimana reformasi birokrasi
dalam mengetektitkan kinerja pegawai pemermizhan Kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Buton Utara

Jenis penclitian ini o supakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana
metode mi bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-takta dengan
yelas dan welin, Studi deskripuit harus lengkap, tanpa banyak detanl yang ndak penting
dengan menunjukkan apa vang penting atau tidak. metode ini juga digunakan untuk
mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. serta dapat
membantu pencliti tremberi rincian yvang Komplehs tentang fenomena yang sulit
dungkapkan

Teknik anahisa vang digunakan dalam penclinan i adalab melalui whapan
scbagai berikut: (1) Melakukan telaah data, vaite bernpa penyvajian hasil data secara
menveluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi, (2) Reduksi data. (3)
Penyusunin ke dalam satuan-satuan. (4) Kategorisasi. (3) Pemenksiun keabsahan
data, yaiu upaya menentukan data vang masuk memenuhi syarat penclitian atau be-
lum. schingga kalau belum maka dapat disempurnakan, dan {6) analisa dan penaf-
siran data

Hasil Penclitian ini adalah (1) Peningkaten Xompetenst aparatue pemerintih
denwan jalan meningkatkan kescjahteraan pagiva ai. meningktkan movalias pegawai
dan meningkatkan profesional pegawan: (21 Melakukan penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan dengan jalun melakukan redefemsi kelembagaan birokrasi tenna-
suk melakukan penataan kelembagaan sesual dengan standard operating procedure
(SOP): (3) Melakukan pencrapan audit institusi dan penerapan sistem rekruitmen
dan promosi pegawai sesual dengan kecakapan dan kemampuannya; dan (4) Mela-
kukan pengawasan aparatur negara dengan melakukan pengawasan internal pe-
merintah.
Kata Kunci : Reformasi, Birokrasi, Kinerja
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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Di negara sedang berkembang scperti
Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat
tergantung pada kemampuan mereka menda-
pat akses dan kemampuan untuk dapat meng-
gunakan pelayanan publik. Akan tetapi per-
mintaan akan pelayanan tersebut biasanya
jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk
dapat memenuhinya. Hal ini dikarenakan
pemusatan segala urusan publik hanyakepada
negara dan urusan pelayanan publik yang de-
mikian kompleks mustahil dapat diurus secara
menycluruh oleh institusi negara (sentfali-

sasi). Oleh karena itulah kemudian dicetuskan
ide desentralisasi, yang mencoba menggugat
kelemahan yang ada pada diskursus sentra-
lisasi tersebut.

Kerangka desentralisasi melalul pembe-
rian otonomi kepada dacrah untuk melaksa-
nakan pemerintahan sendiri selain dipandang
positif dari sisi efektifitas manajemen peme-
rintahan, pelaksanaan descntralisasi juga di-
pandang sesuai dengan prinsip-prinsip
demokrasi yang memungkinkan setiap warga
Ncgara untuk menentukan sendiri nasib dan
mengapresiasikan keinginannya secara bebas
(Setiyono, 2004:205).Mengingat tujuan ke-
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bijakan desentrabisasi sendir vaitu untuk men-
ciptakan suatu sistem pembagian kekuasaan
antar dacrah vang mapan dimana pemerintah
pusat dapat meningkatkan kapasitas. mempe-
roleh dukungan masyarakat, dan mengawasi
pembagian sumber daya dengan adil.

Namun konsep desentralisasi yang sam-
pai saat ini masih berjalan justru membuka ke-
sempatan untuk melahirkan “raja-raja kecii”
daerah. Sebagai akibatnya, ide desentralisasi
itu tdak lantas memperbaiki kinerja dae-
rah dalam mengelola urusan publiknva, jus-
tru malah cenderung mengabaikannya.
Penyelenggaraan urusan publik yang berpin-
dah dari pusat ke daerah juga memberikan ke-
sempatan terjadinya praktek korupsi di da-
crah. In1 terlihat dart banyaknya pejabat dae-
rah batk di birokrasi maupun di non hirokrasi
(lembaga legislatif) vang terlibat kasus
hukum. politisasi birokrasi merajalela, serta
pelavanan di dacrah menjadi lahan rebutan
antar daerah sehingga pungutan menjadi ber-
lapis-lapis untuk satu produk barang. Kinerja
birokrast yvang masih kurang baik milah yang
kemudian dinilai sebagar kegagalan dalam se-
mangat desentralisasi.

Scbagai contoh lain. para birokrat negara
kita sendirt ternyata juga masih boium bisa
dijadikan panutan. Beberapa kasus yang
terjadi menunjukkan banyak tindakan indisi-
pliner vang dilakukan birokrat sehingga hal
ini mengurangi kredibilitas dan performanya
sebagal pelavan publik. Misalnya pada se-
buah kesempatan sidak (inspeksi mendadak)
yang dilakukan oleh seorang pejabat daerah
setempat, didapati sebanyak 50% lebih pe-
gawai pada sebuah kantor dinas daerah ma-
ngkir dari pckerjaannya. Bahkan dinyatakan
sebagian besarnya tersebut membolos tanpa
keterangan. Lebih memperihatinkan lagi, ter-
nyata kondisi seperti itu hampir terjadi setiap
harinya. Ha! ini tentu saja menambah daftar
panjang buruknya birokrasi (selain prose-
dur birokrasi yang berbelit-belit, lama, ku-
rang peka terhadap tuntutan masyarakat, dll.)
di negeri ini yang membuat masyarakat juga
semakin tidak percaya kepada kinerja aparat
untuk dapat memenuhi tuntutan-tuntutan
publik tersebut.

Terjadinya kesan negatif dan krisis
kepercayaan terhadap pemerintah (birokrasi)
diakibatkan karena birokrasi sclama ini tidak

bisa merespon keingiman warga masvarakat,
Konsep lama birokrasi kemudian dinilai tidak
lagi mampu menyesuatkan dirnt dengan
perkembangan masyarakat yang sangat pesat
sehingga birokrasi tidak lagli mampu
memenuhi  untutan  masyarakat tersebut.
Birokrasi lama yang didesain untuk bekerja
lambat, berhati-hati, dan metodologis sudah
tidak dapat ditcrima olch konsumen yang
memerlukan pelayanan cepat, efisien, tepat
waktu, dan simpel (sederhana). Apalagi
sekarang telah memasuki era globalisasi yang
menuntut segala sesuatunya berjalan serba
cepat dan tepat.

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
sebagai aparatur negara yang memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat di
negara kita int masth sangat rendab. seperti
juga yang telah berlangsung di Kabupaten Bu-
ton Utara selama beberapa tahun belakangan
ini. Dinas Pemberdayaan Masvarakat Kabu-
paten Buton Utara, sejauh ini dinilai masih be-
lum menunjukan suatu kinerja vang optimal.

Ada beberapa hal mengapa Kinerja PNS
di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupa-
ten Buton Utara rendah. Pertama. sistem rek-
rutment PNS vang masih berkolusi. korupsi
dan nepotisme (KKN), bukan berdasarkan
merit system atau berdasarkan kompetensi.
Kedua, kenaikan pangkat dan sistem pengga-
Jian PNS dilakukan secara berkala bukan ber-
dasarkan prestast kerja. Ketiga hal  menve-
babkan kincrja PNS rendah seperti malas-
malasan, sering bolos, tidak produktif dan t-
dak tepat tanggal masuk kerja jika ada libur
tertentu.

Oleh karena imlah usaha untuk me-
reformasi birokrasi harus dilakukan. Gerakan
reformasi ini menghendaki birokrasi memi-
liki netralitas politik. transparan, responsibel,
akuntabel, bersih dan berwibawa. Untuk men-
capai tujuan atau menciptakan birokrasi yang
lebih baik, kinerja birokrasi dan penyelengga-
raan pemerintahan dacrah yang lama harus sc-
geradapat ditinggalkan dan diganti dengan pa-
radigma birokrasi yang baru. Hal tersebut
perlu agar pelaksanaan desentralisasi (oto-
nomi daerah) tidak menjadi sia-sia akibat ter-
jadinya inefisiensi di dalam tubuh birokrasi pe-
merintah kita.

Oleh karena hal tersebut, penulis tertarik
dalam memilih judul penelitian yaitu
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Retormast Burokrast Dalam Mengefektitkan
Kinerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Kabupaten Buton Utara

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah
dikemukakan di atas, maka rumusan masalah
dalam penclitian ini adalah: Bagaimana
Reformasi Birokrasi Dalam Mcngefektitkan
Kinerja Pegawai Pemerintahan Kantor Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buton
Utara.

C.Tujuan Penelitian

Fujuan yang ingin dicapai dari penclitian
it adalah Untuk mengetahul Bagaimana
Reformasi Birokras' Dalam Mengefektifkan
Kinerja Pegawai Kantor Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Buton Utara

D. Kegunaan Penelitian
Hasil penchiuan ini diharapkan dapat
memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut
a.Kegunaan Akadennk
Diharapkan memberikan konibusi da-
lam hal hasanah pengetahuan terutama yang
berkaitan dengan masalah Reformasy Biro-
krasi dan efektifitas Kinerja Pegawai Peme-
rintahan.
b. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan masukan atau pertim-
bangan bagi pthak Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat Kabupaten Buton Utara, dalam me-
nctapkan reformasi birokrasi para pegawai
dan organisasi dengan tujuan untuk lebih me-
ningkatkan efektivitas kinerja pada pegawai,
yang pada akhimya dapat meningkatkan ke-
langsungan hidup organisasi.
¢. Kegunaan untuk penulis
Dapat menambah wawasan dan pola
pikir penulis dalam mengaplikasikan ilmu
yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan
praktek yang sebenarnya terjadi di kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Buton Utara

METODE PENELITIAN
A.Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang terpen-
ting adalah bagaimana menentukan informan
kunci yang sarat informasi sesuai dengan
fokus penelitian ( Tanjung, 2007:63). Metode

Kual oo capatdigunakan untuk mengungkap
darn miomahamm scsuatu dibalik fenomena
vang socaanpun belum diketahui. Metode i
dapet -uza digunakan untuk mendapatkan

wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit
diketanui, serta dapat membantu peneliti
memben rincian yang kompleks tentang

metode kuantitatif. Format deskriptif
kualizzur bertujuan untuk menggambarkan,
menroxaskan berbagai kondisi, situasi atau
berbzzar fenomena realitas sosial yang ada di
masvarakat yang menjadi objek penclitian
dan *=crupaya menarik realitas itu ke
pern.~aan sebagal suatu ciri. karakter. sifat,
modsl. randa atau gambaran tentang kondisi.
situss. ataupun fenomena tertentu.

B.Jenis. Bentuk Datadan
Caramenentukan Informan
1. Jenis Data
Jumis data yang digunakan sebagai dasar
untta menunjang  penelitian (Moleong.
2007 32)adalah:
Data primer diperolch dari dua sumber
vaitu observasi dan wawancara.
> Datasekunder diperoleh dari berbagai
lembaga atau instansi.

2. Bentuk Data

Sentuk data yang digunakan sebagai da-
sar untuk menunjang “penelitian (Bungin,
2002:25) yaitu data pengalaman pribadi
penelin scbagai bahan keterangan mengenai
apa vang dialami oleh individu sebagai pe-
gawal tertentu yang menjadi obyek penelitian.
Dengan dataini penelitian mendapatkan suatu
pandangan dari dalam melalui reaksi, tang-
gapan. interpertasi dan penglihatan pegawai
sebagai obyek penelitian.

3. CaraMenentukan Informan

Informan adalah sumber data yang dibu-
tuhkan oleh pencliti dalam sebuah penelitian.
Informan dipilih guna mendapatkan informa-
31 vang sesuai dengan permasalahan pene-
litian. di mana terlebih dahulu peneliti me-
netapkan siapa informannya dan kemudian
mendelegasikan tugas di bidang vang sesuai
¢engzan tema penelitian. Informan tersebut di-
= untuk bertukar pikiran dengan pencliti,
~sraicara, atau membandingkan suatu

- -
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kejadian vang ditemukan oleh obvek lain
(Moleong. 2007:40).

Untuk menctukan jumlah informan
dalam penclhitian i, scbelumnya ditentukan
key informan yang diambil berdasarkan krite-
ria-kriteria tertentu (Bungin;2002:63) menya-
takan bahwa dalam menentukan informan
kunci (key informan) harus melalui pertim-
bangan-pertimbangan diantaranya adalah:

1) Orang yang bersangkutan memiliki pe-
ngalaman pribadi sesuai dengan perma-
salahan yang diteliti.

2) Usia orangbersangkutan telah dewasa.

3) Orang yang bersangkutan bersifat
nctral, tidak mempunyai kepentingan pribadi
untuk menjelek-jelekan orang lain.

4) Orang vang bersangkutan memiliki pe-
ngetahuan yang luas mengenai permasalahan
vang diteliti.

Informan kunci dalam penclitian ini ada-
lah direncanakan adalah Kepala Dinas (Ka-
dis) BPMD sebanyak 1 orang, Sekretaris
BPMD sebanyak 1 orang. Kepala Bidang (Ka-
bid) BPMD scbanyak 1 Orang, Kepala Sub Ba-
gian (Kasubag) BPMD  sebanvak | orang.
Statt BPMD sebanyak | orang dan masyara-
kat scbanyak 3 orang. Jadi jumlah informan
yang ada yaitu sebanyak 8 orang.

C.Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah
kata-kata dan tindakan para informan scbagai
data primer dan twlisan atau  dokumien-
dokumen yang mendukung pernyataan
mforman. Hal ini sebagaimana dinyata-
kan Lofland dan Moleong (2000: 112) bah-
wa sumber data utama dalam penelitian kua-
litatif adalah kata-kata dan tindakan. Sele-
bihnya adalah data tambahan seperti dokumen
dan lain- lain. Adapun teknik-teknik pengum-
pulan data yang dilakukan dalam penelitian
iniadalah:

a. Wawancara terstruktur, yaitu wa-
wancara dengan informan secara indi-
vidual dengan tetap mengacu pada panduan
wawancara yang disusun secara terbuka.

b. Observasi (pemantauan) yaitu menga-
mati aktifitas, kejadian, dan interaksi kehidu-
pan rasyarakat.

¢. Kajian dokumentasi, hal ini merupa-
kan upaya untuk mendapatkan data sekunder
yang berasal dari buku panduan organisasi

atau program. laporan kegiaten. ¢ zLas
program. maupun jenis dokumentast [z

D.Teknik Analisis Data

Tcknik analisa yang digunakan dalam
penelitian ini adalah melalui tahapan sebagai
berikut: (1) Melakukan telaah data, yaitu be-
rupa penyajian hasil data secara menyeluruh,
baik dari hasil wawancara maupun do-
kumentasi; (2) Reduksi data; (3) Penyusunan
ke dalam satuan-satuan; (4) Kategorisasi; (5)
Pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya
menentukan  data yang masuk  memienuhi
syarat penclitian atau belum, sehingga kalau
belum maka dapat disempurnakan; dan (6)
analisa dan penafsiran data,

HASILPENELITIAN
DANPEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Buton Utara adalah salah satu
kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara
vang wilayahnya meliputi scbagian Pulau
Buton bagian utara, serta pulau-pulan kecil
yang tersebar di sekitar kawasan tersebut.

1. Letak Geogralis

Kabupaten Buton Utara terletak dibagian
Sclatan Khatulistiwa pada garis lintang 4 06
sampai 3 15’ Lintang Selatan dan dari Barat ke
Timur 122 59 Bujur Timur sampai dengan
123 15°Bujur Timur.

2. Batas Wilayah

Kabupaten Buton Utara di sebelah wtara
berbatasan dengan Sclat Wawonii; sebelah
Timur berbatasan dengan Laut Banda: Sclatan
berbatasan dengan Kabupaten Buton; dan
scbelah Barat berbatasan dengan Selat Buton
dan Kabupaten Muna.

3. Luas Wilayah

Luas daratan Kabupaten Buton Utara
scluas 1.923,03 km yang terlctak dibagian
Utara Pulau Buton. Dari c¢nam kecamatan
yang berada di Kabupaten Buton Utara.
Kecamatan Bonegunu merupakan kecamatan
yang memiliki wilayah yang paling luas di-
banding kecamatan lainnya, yaitu scluas
491,44km atau 25,56 persen dari seluruh luas
Kabupaten Buton Utara. Selanjutnya disusu]
Kecamatan Kulisusu Barat seluas 370,47 ko=
atau 19,26 persen, Kecamatan Kulisus:
Utara seluas 339,64 km atau 17,66 perser.
Kecamatan Kambowa seluas 303.64 km 27: .
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15.78 persen. Selanjutnya dua  Kecamatan
lainnva memibkt wilayah yang lebih kecil
masimg-masing Kecamatan Wakorumba
seluas 245,26 km atau 12,75 persen dan yang
terakhir adalah Kecamatan Kulisusu seluas
172,78 km atau 8,98 persen dari seluruh luas
wilayah Kabupaten Buton Utara.
4. Topografi
Kabupaten Buton Utara terdiri dari
barisan pegunungan yang sedikit melengkung
ke arah utara—selatan dimana hampir setengah
(92.799 ha) atau sebesar 48,26 persen luas
wilayah Kabupaten Buton Utara berada pada
ketinggian 100 - S00 meter di atas permukaan
laut
Kemudian berdasarkan kemiringan.
wila) ah Kabupaten Buton Utara memiliki
kemiringan vang hampir merata pada sctiap
Klasifikasi kemiringan, dimana kemiringan 0
— 2 persen seluas 57.129 hektar (29.71
persen). kemudian disusul kemiringan 15 - 40
persen seluas 55,309 hektar atau 28.76 persen
dari sclurub luas wilayah Kabupaten Buton
Utara. Sclanjutmya kemiringan lebih dari 40
persen scluas 50.8735 hektar atau 26.46 persen
serta kemuringan 2 — 15 persen seluas 28.990
hektar atau 15,08 persen, dari total [uas
wilayah Kabupaten Buton Utara.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peningkatan Kinerja merupakan hal yang
mutlak harus dilaksanakan olch instansi
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun
daerah. Hal ini sesuai dengan tuntutan -
syarakat terhadap pemerintah dalam rangka
mewujudkan pelayanan publik yang lebih ber-
kualitas. Untuk itu, pemerintah telah men-
canangkan perbaikan‘reformasi, khususnya
reformasi bagi para penyelenggara/aparatur
pemerintah atau yang dikenal dengan
reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi
birokrasi pemecrintah tidak akan pernah
berhenti, karena hakikat reformasi (reform/
adalah perubahan sccara terus-menerus ke
arah yang lebih baik dan bagi instansi publik
ukurannya adalah semakin baitknya mutu pe-
layanan publik yang diterima oleh masya-
rakat.

Menurut Kadis BPMD, Drs. La Ombe
Bahwa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat te-
lah mengambil langkah-langkah dalam refor-
masi birokrasi. Upaya pembaharuan penarh-

(4]

pran - onera pelayanan publik termasuk
apar:t - ~emenntahan.  tdak terlepas darn
beresoo cumbatan antara lain kebiasaan-

kebizszzn buruk aparatur yang berakibat

padz -_-ruknva panampilanatau pemberian
pelayzmzn « Wawancara tanggal 24 scptember
2014

E'f_-r;'. wawancara tersebut menunjukan
reformasi birokrasi
vang It zmbll oleh Dinas Pemberdayaan
Mass zrzaat akan mengakibatkan terjadinya

per.-z-zn dan sctiap perubahan akan ber-
poter.s. menimbulkan permasalahan dalam
orgar~.st dan akan berdampak pada kinerja
pelas 2nzn publik pemerintah secara umum,
Usnit.e s perubahan dalam organisasi instan-
st persernntah harus ditetapkan secara jelas.
Homiuk apapun institusi pelayanan, maka
varz cepenung adalah bagaimana memberi-
Kan -~ wn dan kemudahan kepada ma-
SNETENET u.ll.lll'l rangka memenuhi kebutuhan

darn - coenungannya. Keterkaitannya dengan

pern . enggaraan pemerintahan, birokrasi se-
d2x .oung tombak pelaksana pelayanan
pu.=. o« mencakup berbagai program-program
peni-zngunan dan kebijaksanaan - kebijak-

sarzin nemerintah
L oud reformasi birokrasi untuk meni-

nosolwan Kinerja aparatur yang mampu mem-
' 2 pelayvanan publik secara cfekuf ke-
= masvarakar, salahsatunya jika struktur
croamosast tersebut  Iébih terdesentralisas
der: pada  tersentralisasi, karena dengan
siur vang terdesentralisasi  akan  lebih
- mengantisipasi  kebutuhan dan
kepenungan yang diperlukan oleh masyara-
kit sehingga dengan cepat birokrasi dapat
mensediakan  pelayanannya sesual yang di-
harazpxan masyarakat scbagai pelanggan. Ke-
te-aaliannyvadengan persyaratan budaya orga-
nisast birokrasi, perlu dipersiapkan tenaga
k:.;.z atau aparat yang benar memiliki ke-
ma uan (capability), memiliki loyalitas
kep nnudn (competency), dan memiliki
keterxanan kepentingan (consistency atau
oo reney), dengan tujuan untuk menciptakan
nal «iklus atau sistem yang tepat guna dalam

e

Oich karena itu dalam meningkatkan
-z pegawai melalui reformasi berokrasi
Dma> Pemberdayaan Masyarakat Ka-
Buton Utara melakukan langkah-
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langkah sebagai berikur:
. Penigkatan Kompetensi
SDM Pegawai

Upaya untuk mendorong peningkatan
kompetensi aparat birokrasi pemerintah baik
di pusat dan daerah, sebagai wujud profesio-
nalisme dalam pelaksanaan tugas dan fu-
ngsinya. Menurut Kepala Bidang Penguatan
Kelembagaan dan Penguatan Partisipasi
Masyarakat Zubair bahwa :

Dalam meningkatkan kompetensi SDM
aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Buton Utara dilakukan dalam 3
(tiga) hal diantaranya peningkatan kesejahte-
raan pegawai, meningkatkan waktu dan kete-
patan dalam memberi layanan. profesionalis-
me pegawai diman pencapaian tersebut harus
dibarengi dengan target kinerja agar terdapat
konsistesi dalam melaksanakan tugas. (Wa-
wancara anggal 24 september 2014)

Berdasarkan  wawancara  tersebut
menunjukan bahwa target kincrja juga harus
ditctapkan dan dikomunikasikan dengan baik
kepada seluruh pegawai. Penetapan target
kinerja juga harus memperhatikan standar
pelayanan minimal schingga dapat mem-
berikan kepastian bagi masyarakat pengguna
jasa. Untuk itu, penerapan sistem mana; :men
kinerja haruslah dilaksanakan sciring dengan
pelaksanaan reformas: birokrasi. Salah sam
konsep dalam sistem manajemen kinerja ada-
lah bagaimana mengelola Sumber Dava
Manusia (SDM) secara clckuf.

Olch karena adanya muntutan yang men-
desak dan mesti dilakukan untuk mendorong
proses percepatan reformasi birokrasi. Upaya
khusus dilakukan dalam meningkatkan
kompetensi pegawai adalah:

a. Peningkatan kesejahteraan pegawai

Reformasi birokrasi akan sulit dicapai
tanpa meperhatikan Kesejahteran pegawai
negeri. Pegawai negeri adalah manusia, dan
memiliki hak asasi untuk hidup layak. Olch ka-
rena itu, adalah tidak adil dan tidak manusiawi
bila pegawai negeri hanya disuruh bekerja de-
ngan gaji “perjuangan’ saja.

Menurut wawancara dengan Staf Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Najemianur, SE
bahwa: Kesejahteraan pegawai yang terkait
langsung dengan ga)i pegawai, jaminan
sosial, serta fasilitas hidup lainnya sangat jauh
dari memuaskan. Inilah salah satu faktor

penuing vang menvebabkan pelaksanaan
Kinerja pegawal selama 1m tidak  scsuat
dengan harapan dan tuntutan masvarakat. Ren-
dahnya tingkat kesejahteraan PNS divakini
tclah mendorong mercka ke arah perbuatan
tercela dengan melakukan penyelewengan
dan KKN(Wawancara tanggal 24 september
2014)

Berdasarkan wawancara diatas menun-
jukan bahwa menjadi pegawai negeri me-
rupakan suatu pilihan profesi karier, sehingga
merupakan suatu hal vang wajar menuntut
standar gaji untuk memenuhi kompensasi
beban tugas, tanggung jawab, kualitikasi.
prestasi, periode waktu kerja serta tingkat
biaya hidup. Namun, sistem gaji PNS saat ini
belum menggunakan sistem merit yang
mempertimbangkan prestasi kerja. Akibatnya
PNS yang rajin dan tekun maupun vang malas
dalam melaksanakan tugasnya mencrima gaji
vang sama besarnyva. Dengan demikian tidak
terjadi korelasi antara kebijakan mengenal
gaji dengan tingkat produktivitas PNS

Oleh karcena itu perlu dengan scgera dila-
kukan upaya vang lebih realistis terhadap pe-
ningkatan kesejahteraan PNS. vang discrtai
degan berbagai fasilitas pendukung lainnya,
untuk keberlangsungan jaminan hari tua
mercka.

b. Meningkatkan waknu dan ketepatan

dalamncmberi layanan

Citra birokrasi sckrang ini adalah lambat
berbelit-belit dan lama, Lal itu telah menjadi
budaya di tengah masyarakat. namun peme-
rintah daerah juga sudah berupaya menghi-
langkan budaya itu karana anggapan tersebut
sudah tidak berlaku lagi di Dinas Pemberda-
yaan Masyarakat, karena menurut Kabid. Pe-
nguatan Kelembagaan dan Peng. Partisipasi
Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Zubair, SE bahwa:

Kinerja birokrasi yang ada di dinas pem-
bedayaan masyarakat telah maksimal dalam
memberikan layanan kepada masyarakat,
karena dalam melaksanakan tugasnya dapat
meminimalisirkesalahan yang berdampak ke-
pada kebiasaan yang baik., serta menum-
buhkan etos kinerja yang tinggi, sehinga
menjadi suatu sistem nilai atau etika yang ter-
cermin dalam kehidupan sehari-hari. Semen-
tara Ketepatan waktu dalam memberikan la-
yanan tergantung dari pemohonnya it
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sendin. Arunva apabila pemohon  datang
dengan kelengkapan persyaratan vang ada.
maka pelayvanan yang diberikan oleh aparatur
tidak terkesan berbelit-belit, karena ketentuan
tersebut sudah tertulis pada Perda Kabupaten
Buton Utara. (Wawancara tanggal 24
september 2014)

Hal yang sama dijumpai peneliti saat
melakukan observasi pada Dinas Pemberda-
yaan Masvarakat :

Berdasarkan hasil observasi yang telah
dilakukan peneliti di lapangan, hakckatnya
dengan diberlakukannya reformasi birokrasi
dapat diselesaikan dengan waktu yang cepat.
Artinya. kinerja aparatur dinas pemberdayaan
masyarakat dalam pemberian kualitas pela-
vanan diselesaikan  dengan waktu yang
cukup optimal. Hal demikian menandakan
kualitas aparatur tergolong baik. karena kete-
patan waktu yang diberikan sudah dapat dira-
sakan masyarakat {Wawancara tanggal 24
Scptember 2014)

Pemberian pelayanan haruslah memper-
hatikan tingkat efisicnsi waktu  dan  biaya,
karena dalam hal ini apabila pemberian
pelavanan masih terkesan birokratis, maka
hal yang terjadi incfesiensi biaya yang dikelu-
arkan pemohon  serta inefesiensi  waktu
dalam mendapatkan haknya berupa pembe-
rian pelayanan tersebut. Uralan di atas ter-
sebut, dalam hal ini menitik beratkan kepada
aparatur pemcrintahan, kKhususnya aparatur
Dinas Pemberdayan Masyarakat dalam mem-
berikan pelayanan hendaknya mclupakan
kepentingan yang menguntungkan Kepriba-
dian. Implikasi dari pemikiran tersebut adalah
nilai cfektifitas kinerja merupakan pusat
perhatian utama dalam sektor publik,
disamping efisiensi dan responsivitas yang
kesemuanya merupakan nilai sentral yang
mengendalikan manajemen kepegawaian.

¢. Meningkatkan profesionalisme

aparatur

Untuk mewujudkan profesionalisme
PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidi-
kan dan pelatihan (diklat) di dalam dan luar ne-
geri, vang mcliputi diklat gelar, non gelar,
serta diklat teknis keterampilan. Berbagai
diklat tersebut tentunya diarahkan scsuai de-
ngan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di
masa yang akan datang menurut staf Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Rasimin Bahar

bahwa: Penmngkatan kualitas kemampuan pro-
fesional SDM melalui program pendidikan,
latihan dan pengembangan yang disesuaikan
dengan pengembangan serta kemajuan ilmu
dan teknologi dalam bentuk inovasi yang
tidak dapat terlepas dari program perencanaan
tenaga kerja, schingga SDM tidak lagi
menjadi beban, melainkan merupakan aset
vang mampu bekerja secara produktif.
(Wawancara tanggal 24 Scptember 2014)

Bedasarkan hasil wawancara tersebut
bahwa pemngkatan kualitas  kemampuan
profesional SDM mcrupakan proses yang
berlanjut dari pendidikan. latihan kerja dan
pengembangan yang secara terus mencrus
harus mengalami perubahan yang dinamis.
sesual dengan kemajuan ilmu dan teknologi
serta muntutan zaman. Strategi pembinaan
dan pengembangan kualitas SDM berkanan
dengan pola pikir perencanaan pembangu-
nan pendidikan yang  ditujukan untuk me-
ngembangkan kualitas SDM.

D1 samping itu dalam upaya mening-
katkan profesionalisme PNS perlu diperhati-
kan sistem rekruitmen yang selama i telah
memberikan konstribusi terhadap rendahnya
kompetenst dan motivasi pegawal negerl
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Walaupun belum ada peneclitian khusus
mengenai korelasi hal tersebut di atas. namun
ada kencenderungan bahwa pegawal yang
masuk melalui mekanisme KKN. tidak me-
nunjukkan kinerja yang diharapkan. Kccen-
derunganini terjadi karena adanya ketidaksc-
suaian kualifikasi yang dibutuhkan, dan
rendahnya kapabilitas.

Pemberdayaan merujuk pada kemampu-
an sescorang, khususnya kelompok rentan
dan lemah, schingga mercka memiliki keku-
atan atau kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan dasarnya, schingga mereka memi-
liki kebebasan (freedom), dalam arti bukan
bebas sepcnuh dalam melakukan Kinerja
vang sewenang-wenang. kemudian menjang-
kau sumber-sumber yang produktif. Pelaku
birokrasi pemerintah dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinyanya harus produktif serta
tidak lamban. Artinya untuk hal tersebut
pemimpin hal apapun dalam birokrasi pe-
merintah harus memanfaatkan potensi perso-
nil bawahan scoptimal mungkin. Pembagian
tugas vyang jelas dan merata dengan
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meninzRatian Kopentesi petugas aparsiuy -
lalu g Upava vang lerus-mendros
untuk memberdavakan bawahan denza
orientasi  protesionalisme dengan harepen
tidak ada penyclewengan dalam bekena.
Profesionalisme muncul, kalau kom-
petensi aparat cocok dengan task requirement
yang diderivasikan dari tujuan pembangunan
nasional yang ingin diwujudkan. Profesiona-
lisme aparatur pemerintah dibentuk berda-
sarkan tuntutan normatif suatu kemampuan
untuk dapat mujudkan tujuan pembangunan.

perbaga:

2. Melakukan penataan

kelembagaan dan ketatalaksanaan.

a. Meclakukan penataan kelembagaan

Pemahaman terhadap potensi organisasi
secara umum tclah terbangun di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sehingga
mendukung terhadap pelaksanaan penataan
kelembagaan. Pemahaman terhadap potensi
organisasi, batk menyangkut sumber daya
manusia, sumber dava anggaran, fasilitas, tek-
nologi. nenvork (jaringan kerja) maupun ke-
lengkapan aturan atau regulasi.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap po-
tensi organisasl sesungguhnya sangat ber-
kaitan dengan maju tidaknya suatu orga.iisast
schingga berimplikasi pada clektifitas kinerja
pegawai. Untuk itu, pemahaman terhadap
semua aspek yang terkait dengan potensi
organisasi. sangat pentung untuk diperhatikan
karcna kehadiran berbagai aspek tersebut
dalam perspektif organisasi merupakan hal
yang tidak bisa diabaikan.

Menurut Kadis Pemberdayaan Masyara-
kat, Drs LaOmbe Bahwa:

Secara empiris, berbagai aspek yang
terkait dengan potensi organisasi memang
telah dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat. Namun disadari sepenuhnya bahwa
kehadiran potensi tersebut belum sepenuh-
nya dapat dimanfaatkan secara optimal, se-
hingga berimplikasi terhadap pelaksanaan
penataan kelembagaan yang tengah dilakukan
oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Salah
satu kendala yang menyebabkan belum
optimalnya pemanfaatan potensi organisasi
terscbut adalah masih adanya sebagian
pegawai yang belum sepenuhnya memahami
esensi potensi organisasi secara komprehensif
{Wawancaratanggal 24 september 2014)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut
driemukan bahwa salah satu bagian penting
dalam melaksanakan penataan kelembagaan
¢t hingkungan Dinas Pemberdavaan
Masyarakat adalah kemampuan para pegawai
untuk membaca kelemahan organisasi. Untuk
1tu, upaya mendorong pemahaman para pega-
wai dalam membaca kelemahan organisasi,
kKemudian menjadi salah satu bagian program
pengembangan sumber daya aparatur yang di-
canangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masya-
rakat.

Hal senada di kemukakan staf Pember-
dayaan Masyarakat, Rasimin Bahar, bahwa
untuk mendukung keberhasilan proses pe-
nataan kelembagaan dibutuhkan adanya pe-
mahaman terhadap kompleksitas organisasi
dari seluruh elemen atau para pegawat vang
ada di lingkungan Pemberdayaan Masyaraka.
(Wawancara tanggal 24 september 2014)

[Hal terscbut menunjukan bahwa Kom-
pleksitas organisasi vang dimaksud terkait
dengan selurih komponen atau unsur- unsur
vang sccara langsung maupun tidak dapat
mempengaruhi tercapainya tujuan organisast.
Secara cmpink. komponen-komponen yang
terkait dengan komplcksitas organisasi yang
dimaksud, antara lain berkaitan dengan takror
internal organisasi maupun faktor ckternal
organisasi. Faktor internal organisasi. antara
lain: kompleksitas sumber daya manusia,
fastlitas, culture (budaya) sumber daya ang-
garan. teknologl. regulasi, sedangkan faktor
eksternal antara lain; jaringan kerja, koor-
dinasi antar kelembagaan, tuntutan publik dan
sebagainya

b.Ketatalaksanaan

Demikian pula di bidang ketatalaksanaan
perlu dipertimbangkan sistem rekruitmen dan
promosi pegawai sesuai dengan kecakapan
dan kemampuannya dan dapat diberhentikan
jika bekerja secara buruk sebagaimana yang
berlaku di lingkungan swasta. Kemudian
yang tidak kalah pentingnya adalah perlu
dibuat suatu sistem pemberian penghargaan
terhadap aparat yang berbuat baik (reward)
dan hukuman bagi yang berbuat buruk
(punishment), dengan dasar prinsip-prinsip
good governance sepcrti transparan.
akuntabel, profesional dan adil.
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3. Pengawasan Aparatur Negara.

Upaya untuk mendorong kepada peme-
rintahan vang bersih dan bebas dan KKN
dapat pula diupayakan kepada peningkatan
pengawasan terhadap aparatur negara. Upaya
untuk meningkatkan peran fungsi aparat pe-
ngawasan internal pemerintah, untuk mengu-
rangi praktek KKN di lingkungan aparatur
pemerintah sangat berkaitan dengan upaya
untuk memulihkan kepercayaan masyarakat
kepada pemerintah. Staf Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Yasri bahwa :

Aparat pemerintah daerah sekarang tidak
terlepas dari citra buruk yang melekat
padanya, karna seringnyva terjadi prakick
pungh yang biasa disebut KKN yang terus
terjadi schingga mengakibatkan efektifitas
kinerja yang menurun karena terjadi kondisi
vang udak adil dan rendahnya tingkat
kesejahteraan PNS diyakini telah mendorong
mereka ke arah perbuatan tercela dengan
melakukan penvelewengan dan KKN
schingga dapat menurunkan semangat, etos
kerja dan disiplin kerja pegawai, Semangat,
disiplin. dan etos kerja yang rendah merupa-
kan sumber malapetaka terhadap birokrasi pe-
merintah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut
sangat perlu pengawasan di lingkungan
birokrasi pemerintah. Betapa Konsep dan
pelaksanaan pengawasan internal pemerintah
yvang ada di seluruh 1stansi pemenintah baik di
pusat dan dacrah, belum mampu mengurangi
berbagai penyalahgunaan kekuasaan secara
signifikan. Bahkan besarnya KKN sedikit ba-
nyak juga menunjukkan lemahnya pengawa-
san yang dilakukan dewasa ini. Hal ini
terjadi  karena pengawasan intcrmal peme-
rintah, yang meliputi pengawasan fungsional
dan pengawasan melckat, belum bekerja
secara optimal. Beberapa penyebab yang
dapat ditengarai adalah belum memadainya
perangkat pengawasan, rendahnya aparat
pengawasan melakukan pengusutan. dan
masih lambatnya tindak lanjut atas temuan-
temuan yang berindikasikan praktek-praktek
KKN di lingkungan aparatur pemerintah

KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pemba-
hasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

da.z onenzerekntkan Kinerja pegawai dalam
.- reformasi birokrast maka dapat

Pemingkatan kompetensi aparatur pe-
menntzh dengan jalan Meningkatkan ke-
sejanteraan pagawal, meningkatkan moralitas
. dan meningkatkan profesionalisme

2 Melakukan penataan kelembagaan
dan ~e:zalaksanaan dengan jalan melakukan
1 kelembagaan birokrasi termasuk
melzikan penataan  kelembagaan  sesuai
SOP. m1elakukan penerapan audit institusi dan
penerznan sistem rekruitmen dan promosi pe-

gaw s sesual dengan kecakapan dan kemam-
puani.a

> Melakukan pengawasan aparvatur
negzr: dengan melakukan  pengawasan
intern:l pemerintah

B. Saran

Melakukan redetenmisi kelembagaan
birckrast atau SOP dalam memberi pelayanan
Kepadia masyvarakat

Perlunya perampingan organisasi bi-
rokras: pemerintah dengan memperhatikan
has: audit kelembagaan birokrasi pemerin-
tah pusatdan daerah.

2 Perlunya suatu  sistem rekruitmen
dar promosi pegawai sesual dengan kecaka-
par dan Kemampuannya, dan dapat diber-
hentxan jika bekerja secara buruk

4. Upaya terscbut dengan melakukan
penyempurnaan sistem remunerasi PNS, yang
didasarkan atas pemberian reward and
punishment kepada setiap PNS yang berpres-
tasi dan juga terhadap PNS yang melakukan
penyalahgunaan tugas dan fungsinya, dan
upaya peningkatan penyadaran mengenai eti-
ka moral scrta disiplin birokrasi pemerintah,
dengan menumbuhkan semangat mengcde-
pankan kepentingan umum dalam memberi-
kan pelayanan.
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